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[bookmark: _Toc218124364]BAB I
PENDAHULUAN

1.1 [bookmark: _Toc218124365]Latar Belakang 
Sebagian besar negara menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan utama yang sangat krusial dalam menunjang pembangunan nasional dan pengelolaan pelayanan publik, terkecuali beberapa negara yang memang memiliki taraf kekayaan yang sangat besar akan sumber daya alam tertentu sehingga nantinya sumber daya tersebut dapat digunakan sebagai sumber penerimaan utama negaranya (Bhegawati et al., 2022).  
Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan komponen utama dari total penerimaan negara, dapat dilihat dalam APBN 2023 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.869,23 triliun dari total penerimaan negara sekitar Rp2.774,3 triliun (Oktaviyoni, 2024). Namun, Secara historis tingkat pajak di Indonesia masih rendah, hal ini terlihat dari rasio pajak Indonesia terhadap PDB yang masih rendah, mencapai 12 persen pada tahun 2023, jauh di bawah negara negara tetangga seperti Malaysia (13,1 persen) dan Filipina (sekitar 15-16 persen), dan jauh dibawah rata rata OECD sebesar 33,9 persen. Rendahnya penerimaan pajak tersebut diantaranya dipengaruhi oleh tingginya sektor informal dan rendahnya kepatuhan pajak (OECD, 2024)
Pemerintah pusat dan daerah terus melakukan pembaruan sistem perpajakan melalui kebijakan digitalisasi, seperti Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pengembangan Core Tax Administration System (CTAS), serta penerapan layanan digital untuk pajak daerah seperti E-Samsat. Meskipun berbagai inovasi telah dilakukan tantangan kepatuhan pajak masih signifikan yang ditandai dengan banyaknya tunggakan, keterlambatan pembayaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak, baik melalui pendekatan pelayanan, regulasi, maupun digitalisasi, menjadi kunci dalam mengoptimalkan kontribusi pajak terhadap pembangunan (Andi Arif et al., 2025).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai salah satu jenis pajak daerah Provinsi. Dalam praktiknya, PKB dipandang sebagai pajak daerah yang potensial karena memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Dapat dilihat pada tahun 2021 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di seluruh Indonesia mencapai 47,39% dari total PAD (Kemendagri, 2023), hal ini menegaskan kontribusi signifikan PKB terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan PKB sangat penting bagi pemerintah daerah, termasuk di Kota Samarinda, yang memiliki Tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor cukup tinggi dari tahun ke tahun.
Kota Samarinda, sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur, mencatat pertumbuhan ini dapat menjadi potensi signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun, Realisasi penerimaan PKB belum sepenuhnya mengikuti tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Tabel 1.1 menyajikan data jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran PKB di Kota Samarinda dalam lima tahun terakhir.
[bookmark: _Toc218124417]Tabel 1. 1
Data Tunggakan PKB Wilayah Samarinda (dalam unit)
	Jenis Kendaraan
	Tahun

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Sedan 
	165
	130
	163
	178
	227

	Jeep 
	221
	220
	225
	436
	758

	Minibus
	1.236
	1.245
	1.384
	2.762
	5.429

	Mikrobus
	74
	44
	44
	40
	73

	Bus
	13
	13
	19
	22
	48

	Pick up
	1.337
	1.326
	1.291
	1.929
	2.361

	Truck
	556
	521
	530
	851
	1.101

	Sepeda Motor
	28,643
	24.781
	25.062
	32.626
	45.087

	Jumlah
	32.245
	28.280
	28.718
	38.844
	55.084


Sumber : Simpator.id
Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda masih belum optimal meskipun berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan, seperti program pemutihan pajak kendaraan, penurunan tarif, serta peningkatan kualitas pelayanan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi yang dicapai. sehingga menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris yang menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, tingkat pendapatan, dan sosialisasi perpajakan.
Tingkat kepercayaan kepada pemerintah dalam bidang perpajakan, merupakan kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah mengelola dana pajak yang mereka bayar secara adil, jujur, bertanggung jawab, dan digunakan untuk kepentingan publik (Sitanggang & Budyastuti, 2024). Apabila Masyarakat merasa bahwa dana pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi Pembangunan serta peningkatan kesejahteraan, maka dorongan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB), akan semakin tinggi.
Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh Tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang & Budyastuti (2024), zainudin et al. (2022) menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Purnamasari et al. (2019) menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. 
Tingkat Pendapatan mencerminkan kemampuan finansial seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari harinya termasuk kewajiban perpajakannya. Pendapatan yang cukup dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu tanpa menimbulkan beban finansial (Anggita et al., 2023). Sebaliknya, seseorang yang berpenghasilan rendah biasanya lebih sulit untuk membayar pajak karena memprioritaskan kebutuhan sehari harinya sebelum memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh positif antara Tingkat pendapatan dan Tingkat kepatuhan, seperti penelitian oleh Gatot Hery Djatmika et al. (2021) , Putri & Ismunawan (2021) Sedangkan penelitian oleh  Eva et al. (2023)menunjukkan bahwa Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
Sosialisasi perpajakan, adalah usaha pemerintah dalam meningkatkan pemahaman perpajakan kepada masyarakat, jika sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih dirasa kurang kepada masyarakat yang minim pengetahuannya tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat menjadi kurang memahami manfaat utama dari pajak yang dibayarkan sehingga tidak memiliki tindakan patuh untuk membayar pajak. sosialisasi perpajakan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. 
Ardiyanti & Supadmi (2020) memaparkan, makin baik pelaksanaan sosialisasi perpajakan, maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut didukung oleh beberapa hasil penelitian oleh Sukesi & Yunaidah (2020), Ramdhan & Rachman (2023) mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Marselina & Rantelangi (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKB. 
Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, masih ditemukan adanya perbedaan dan ketidakkonsistemam hasil penelitian sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul “PENGARUH TINGKAT KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, TINGKAT PENDAPATAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SAMARINDA”
1.2 [bookmark: _Toc218124366]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah Tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
1.3 [bookmark: _Toc218124367]Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan melalui media digital terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
1.4 [bookmark: _Toc218124368]Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan terutama yang terkait dengan faktor faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Secara Praktis
Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah khusunya badan pendapatan derah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota samarinda. Serta dapat memberikan masukan mengenai penguatan strategi dalam sosialisasi digital dan peningkatan kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah daerah
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[bookmark: _Toc218124369]BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 [bookmark: _Toc218124370]Landasan Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc218124371]Teori Atribusi
Teori Atribusi dikemukakan pertama kali oleh Heider (1958) kemudian dikembangkan oleh Kelley (1972) Teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung selalu mencari penyebab di balik suatu perilaku atau peristiwa, baik perilaku dirinya sendiri maupun orang lain, yang mana nantinya akan membentuk suatu motif dan motif tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut terbagi menjadi dua faktor yaitu, faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri dan dalam keadaan sadar, serta faktor eksternal yaitu situasi yang berada dalam tekanan atau keadaan yang dipengaruhi dari luar yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.
Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan teori atribusi karena teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku sesorang dan reaksi mereka terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. teori atribusi digunakan untuk menjelaskan pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan tingkat pendapatan. Variabel-variabel tersebut dipahami sebagai penyebab (atribusi) terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak yang dapat dikategorikan sebagai faktor internal maupun eksternal, yang akan mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak dalam membayar kewajiban perpajakannya.
2.1.2 [bookmark: _Toc218124372]Theory of Planned Behavior
Theory of planned behavior (TPB) merupakan pengembangan dari teory of reasoned action (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen (1985). Ajzen menambahkan satu kompenen baru, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan, untuk menjelaskan bahwa niat tidak selalu mengarah pada tindakan nyata karena tidak semua perilaku bisa sepenuhnya dikendalikan oleh individu. Konsep kontrol perilaku yang dirasakan ini didasarkan pada teori self efficacy yang diajukan oleh Bandura (1977). 
Teory of planned behaviour menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena dipengaruhi oleh niat (intention) untuk melakukan tindakan tersebut. Ajzen (1991) menegaskan bahwa perilaku individu muncul karena niat untuk melakukannya. yang ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu: 
1. Behavioral Beliefs (Keyakinan Perilaku) 
Adalah keyakinan individu atas hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan ini akan membentuk Sikap yang mencerminkan evaluasi positif atau negatif individu terhadap suatu tindakan. 
2. Normative Beliefs (Keyakinan Normatif) 
Adalah Persepsi individu tentang apa yang menurut orang-orang penting dalam hidup mereka harus atau tidak boleh mereka lakukan terkait perilaku tertentu. Keyakinan ini, dikombinasikan dengan motivasi individu untuk mematuhi orang-orang penting tersebut, yang akan memengaruhi “norma subjektif” mereka, yang pada gilirannya memprediksi niat mereka untuk melakukan perilaku tersebut. 
3. Control Beliefs (Keyakinan Kontrol) kontrol perilaku yang dirasakan berkaitan dengan persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan tindakan, baik karena faktor internal (kemampuan pribadi) maupun eksternal (ketersediaan sumber daya). 
Setelah ketiga faktor tersebut, individu akan memasuki tahap intention yang merupakan tahap dimana individu mempunyai niat untuk bertindak kemudian tahap terakhir ialah behavior, tahap ini merupakan tahap dimana individu bertindak. Dalam penelitian ini, TPB digunakan untuk menjelaskan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. TPB memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana norma subjektif dapat membentuk niat yang akhirnya memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2.2 [bookmark: _Toc218124373]Kepatuhan Wajib Pajak
KBBI menyatakan kepatuhan memiliki arti patuh, tunduk, taat, disiplin pada perintah, aturan atau ajaran dan sebagainya. Kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri keuangan Nomor 554/KMK/04/2000 adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya mengenai perpajakan sesuai dengan aturan hukum dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Wajib pajak dituntut harus patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena pajak di Indonesia bersifat memaksa. 
Menurut Sukesi & Yunaidah (2020)kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk berkontribusi pada Pembangunan negara, yang diharapkan dilakukan secara sukarela. Sedangkan Latief et al. (2020)mengaitkan kepatuhan dengan waktu, wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. 
Dari definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap dan tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara benar, tepat waktu, dan dilakukan dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan atau tekanan, untuk menunjukkan komitmen wajib pajak dalam kontribusinya terhadap pembangunan negara. 
Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan telah diatur dalam undang undang nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Menurut Waluyo (2017), kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua macam yaitu: 
1. Kepatuhan Formal 
Kepatuhan formal adalah perilaku wajib pajak yang berusaha memenuhi kewijiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang undang perpajakan. Ini mencakup aspek administrative seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan penyampaian dokumen perpajakan yang sesuai prosedur.
2. Kepatuhan materil
Kepatuhan materil adalah perilaku wajib pajak yang secara substantif memenuhi semua ketentuan materil perpajakan, yakni isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Contohnya adalah perhitungan pajak yang benar sesuai ketentuan, pemotongan atau pemungutan pajak secara tepat, serta pembayaran pajak yang akurat dan tepat waktu. Kepatuhan formal lebih berfokus pada prosedur yang harus diikuti, sedangkan kepatuhan materil lebih menyangkut isi dan substansi kewajiban perpajakan itu sendiri
2.3 [bookmark: _Toc218124374]Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah
Secara etimologis, kata kepercayaan berasal dari kata ‘percaya’ yang berarti yakin atau menaruh keyakinan terhadap kebenaran seseorang maupun sesuatu hal. Menurut Octavianny et al. (2021) Kepercayaan kepada otoritas pajak merupakan motivator yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang membuat wajib pajak lebih patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya. 
Beshi & Kaur (2020) menegaskan bahwa kepercayaan kepada pemerintah mengacu pada tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintahnya untuk melakukan hal yang benar dan bertindak secara jujur atas nama masyarakat. Sejalan dengan itu Latief et al. (2020)menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah benar benar mencerminkan sejauh mana masyarakat menerima otoritas tersebut. Kepercayaan tersebut terbentuk karena tindakan, sikap, dan nilai nilai yang ada pada pemerintah dianggap membantu kepentingan rakyat.  
Dari pernyataan-pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berarti masyarakat yakin bahwa pemerintah akan bersikap jujur, adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pemerintah diharapkan mampu mengelola penerimaan pajak secara efektif untuk mendukung pembangunan nasional. 
2.4 [bookmark: _Toc218124375]Tingkat Pendapatan
Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji (Eva et al., 2023). Penghasilan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam membayar pajak. Menurut Suban Atun (2021), pendapatan mencakup seluruh penerimaan yang diperoleh seseorang sebagai balas jasa atas kegiatan produksi, seperti upah, bunga, sewa, atau laba, tergantung pada peran yang dilakukan. 
Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa pendapatan adalah penerimaan yang diperoleh individu dari pekerjaannya, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendapatan juga menjadi indikator penting dalam menunjukkan kemampuan ekonomi seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak kepada negara. 
Menurut Fatmawati & Adi (2022) Masyarakat tidak akan kesulitan membayar pajak jika jumlah pajak yang harus dibayar tidak terlalu besar dan masih bisa dicukupi dari penghasilan yang diperoleh secara rutin. sebaliknya, orang yang memiliki penghasilan rendah lebih sulit membayar pajak karena harus fokus memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, daripada mengeluarkan uang untuk pajak. 
2.5 [bookmark: _Toc218124376]Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi perpajakan menurut Marselina & Rantelangi (2023) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, sebagai bentuk perluasan informasi dan pemberian pemahaman kepada wajib pajak yang berkaitan dengan seluruh peraturan dan prosedur perpajakan guna untuk memberikan pengetahuan pentingnya membayar pajak.
Menurut Sukesi & Yunaidah (2020) Sosialiasai perpajakan merupakan upaya dalam menyampaikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak, agar wajib pajak mengetahui hal hal yang berkaitan dengan perpajakan, baik tentang peraturan maupun prosedurnya melalui metode yang tepat. Menurut Herryanto & Toly (2018), terdapat dua bentuk sosialisasi perpajakan, yaitu:
1. Sosialisasi langsung, yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui interaksi tatap muka antara petugas pajak dan wajib pajak, seperti seminar, tax goes to school, tax goes to campus, atau lomba bertema pajak.
2. Sosialisasi tidak langsung, yaitu kegiatan yang tidak melibatkan interaksi langsung, seperti penyebaran buku panduan, pembuatan konten edukatif melalui media sosial (misalnya Instagram dan TikTok), serta publikasi melalui poster, baliho atau media informasi lainnya.
Dari pendapat-pendapat yang telah dipaparkan penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak, upaya ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, tujuannya  agar wajib pajak memahami baik itu peraturan maupun prosedur perpajakan dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya.
2.6 [bookmark: _Toc218124377]Penelitian Terdahulu 
Berikut adalah tabel penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 
[bookmark: _Toc218124424]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No
	Penulis
	Variabel
	Hasil

	1.
	Fardan Ma’ruf Zainudin,
Rahadi Nugroho, Hanik Susilawati Muamarah (2022)
	Variabel Independen :
1. Kepercayaan kepada Pemerintah
Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Moderasi :
1. Persepsi keadilan pajak
	Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

	2.
	Grace Deoni Sitanggang,
Triyani Budyastuti
(2024)

	Variabel Independen :
1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah
3. Sanksi Perpajakan
4. Implementasi Penerapan E-Samsat
Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Kesadaran wajib pajak, tingkat keprcayaan terhadap pemerintah, sanksi perpajakan, implementasi penerapan E-samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak


Tabel 2.1 Sambungan
	No
	Penulis
	Variabel
	Hasil

	3.
	Apriani Purnamasari,
Umi Pratiwi,
Sukirman (2019)

	Variabel Independen :
1. Pemahaman
2. Sanksi Perpajakan 
3. Tingkat     Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum
4. Nasionalisme

Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P-2
	Pemahaman pajak, sanksi perpajakan, dan nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memebayar PBB-P2 sedangkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memebayar PBB-P2

	4.
	Endah Purnama Sari, Yuliana Gunawan, Elvina (2022)
	Variabel Independen :
1. Kepercayaan Kepada Pemerintah
2. Kebijakan Insentif
3. Manfaat Pajak

Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak 
	Hasil menunjukkan bahwa baik secara parsial dan simultan kepercayaan kepada pemerintah, Kebijakan Insentif pajak dan manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

	5.
	Gatot Hery Djatmikaa,
Budi Harsono,
Rosidah,
Yohanes Bowo Widodo (2021)
	Variabel Independen :
1. Pengetahuan Pajak
2. Tingkat Penghasilan

Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor 
	Pengetahuan Pajak dan Tingkat Penghasilan Berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

	6.
	Oceania Andika Putri, Ismunawan (2021)
	Variabel Independen :
1. Penghasilan
2. Sosialisasi Pajak
3. Kesadaran Wajib Pajak
4. Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
	pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pepajakan memberi pengaruh signifikan pada kepatuhan pembayaran pajak bangunan serta bumi pada Dukuh Pengkol. Sementara sosialisasi perpajakan tidak memberi pengaruh pada kepatuhan 
pembayaran pajak bangunan serta bumi di Dukuh


Tabel 2.1 Sambungan
	No
	Penulis
	Variabel
	Hasil

	7.
	R.A. Vivi Yulian Sari, Neri Susanti (2019)
	Variabel Independen :
1. Pemahaman Sistem pemungutan Pajak
2. Kualitas Pelayanan
3. Tingkat Pendidikan
4. Tingkat Penghasilan
5. Persepsi Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
	Analisis terhadap kelima faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar PKB menunjukkan hasil setuju, terlihat dari skor rata rata jawaban responden 316 berada pada interval 308-381 dalam kriteria setuju. 

	8.
	Maria Virginia Eva, Putu Edy Arizona, NiLuh Gede Mahayu Dicriyani (2023)
	Variabel Independen :
1. Kualitas Pelayanan
2. Sanksi Pajak
3. Pengetahuan Perpajakan
4. Tingkat Pendapatan
5. Akuntabilitas Pelayanan Publik
6. Biaya Kepatuhan

Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Kualitas pelayanan, Sanksi pajak, biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

	9.
	Rizky Mochammad Ramdhan,
Andry Arifian Rachman (2023)
	Variabel Independen :
1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Sosialisasi Perpajakan

Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor
	Kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepauhan wajib pajak





Tabel 2.1 Sambungan
	No
	Penulis
	Variabel
	Hasil

	10.
	Sukesi Sukesi, Isroim Yunaidah (2020)
	Variabel Independen : 
1. Sosialisasi Perpajakan
2. Pelayanan unggul
3. Kualitas pelayanan

Variabel Dependen :
1. Kepuasan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak
	Hasil penelitian menyatakan ada pengaruh secara langsung maupun tidak langsung efektifitas sosialisasi pajak, product pelayanan unggulan, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasaan dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel mediasi.

	11.
	Yunita Hilda Marselina,
Cornelius Rantelangi (2023)
	Variabel Independen
1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Pengetahuan Wajib pajak
3. Sanksi Pajak
4. Sosialisasi Perpajakan
5. Pemutihan Perpajakan
6. 
Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan dan Pemutihan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 
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2.7 Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual memberikan gambaran mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini memadukan teori atribusi dan teory of planned behavior sebagai landasan untuk menjelaskan bagaimana tingkat kepercayaan kepada pemerintah, tingkat pendapatan, dan sosialisasi perpajakan, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu salah satunya dipengaruhi oleh atribusi internal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Dalam penelitian ini, tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan tingkat pendapatan diposisikan sebagai atribusi internal yang membentuk persepsi dan penilaian wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, sehingga mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. 
Tingkat kepercayaan kepada pemerintah termasuk faktor internal karena merupakan penilaian dan persepsi yang ada dalam diri wajib pajak, mengenai bagaimana wajib pajak menilai keadilan dan transparansi pengelolaan pajak. Apabila masyarakat percaya bahwa pemerintah mengelola dana pajak yang mereka bayarkan dengan baik, memberikan manfaat, dan memiliki dampak bagi kepentingan publik, hal tersebut akan mendorong munculnya motivasi internal untuk patuh. Meskipun kepercayaan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja pemerintah, pada akhirnya wajib pajak sendiri yang menilai dan menentukan apakah pemerintah layak dipercaya atau tidak, sehingga kepercayaan ini mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.
Sementara itu, tingkat pendapatan berkaitan erat dengan persepsi kemampuan ekonomi wajib pajak. Tingkat pendapatan dipandang sebagai faktor internal karena berkaitan langsung dengan kondisi dan kemampuan ekonomi individu dalam mengambil keputusan patuh atau tidak patuh. Tingkat pendapatan yang tinggi dapat memudahkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak, wajib pajak yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi cenderung merasa lebih mampu dalam membayar pajak tanpa mengorbankan kebutuhan pokok, sehingga mereka lebih cenderung menunjukkan perilaku patuh begitupun sebaliknya.
Di sisi lain, variabel sosialisasi perpajakan dijelaskan menggunakan Theory of Planned Behavior, teori ini menyatakan bahwa timbulnya suatu niat atau keinginan untuk berperilaku salah satunya dipengaruhi oleh normative beliefs. Normative beliefs merupakan keyakinan yang ada dalam diri wajib pajak yang dapat memengaruhi pandangan mereka mengenai perlu atau tidaknya mematuhi kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini sosialisasi perpajakan dipandang sebagai  upaya untuk menyampaikan informasi, aturan, dan motivasi terkait kewajiban perpajakan yang dapat memengaruhi kepatuhan. 
Melalui sosialisasi, wajib pajak memperoleh pemahaman serta dorongan sosial mengenai pentingnya membayar pajak sehingga normative beliefs dalam diri wajib pajak dapat terbentuk dengan lebih baik dan pada akhirnya mendorong niat dan perilaku kepatuhan dalam membayar pajak. 
Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini memandang bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama membentuk keyakinan, persepsi kemampuan, dan norma sosial yang akhirnya memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut :


Theory of Planned Behavior
Normative Beliefs
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1)
Tingkat Pendapatan (X2)
Sosialisasi Perpajakan (X3)
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
Faktor Internal
Teori Atribusi
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[bookmark: _Toc218124379]Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
2.8 Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah Terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Ketika masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan dengan benar dan berdampak nyata pada pembangunan serta kesejahteraan bersama, maka motivasi untuk patuh terhadap kewajiban pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor, akan meningkat. Akan tetapi apabila kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memudar atau masyarakat meyakini bahwa otoritas perpajakan maupun pemerintah melakukan penyalahgunaan terhadap pajak dan tidak bertindak adil terhadap pelanggaran, maka dipercaya tingkat ketidakpatuhan pajak dapat melambung naik (Abdu & Adem, 2023).
Dalam penelitian ini tingkat kepercayaan kepada pemerintah diposisikan sebagai faktor internal dalam teori atribusi yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak dalam membayar kewajiban perpajakannya, Penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang & Budyastuti (2024), Zainudin et al. (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1 : Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 
Dalam konteks perilaku kepatuhan pajak, tingkat pendapatan yang memadai dapat meningkatkan kapasitas wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu dan penuh tanpa menimbulkan tekanan finansial yang berarti. Sebaliknya, Kesulitan untuk membayar pajak akan dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu (Anggita et al., 2023). Kebanyakan mereka cenderung memilih untuk memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. 
Oleh karena itu maka tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan hukum dan kewajiban pajaknya. Dalam penelitian ini tingkat pendapatan diposisikan sebagai faktor internal dalam teori atribusi yang dapat mempengaruhi perilaku individu untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Gatot Hery Djatmika et al. (2021), Putri & Ismunawan (2021) memiliki hasil yang positif. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 
Sosialisasi memiliki dampak yang besar dalam hal peningkatan penerimaan pajak karena jika sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih dirasa kurang kepada masyarakat yang minim pengetahuannya tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat menjadi kurang mendapat informasi tentang perpajakan dan kurang memahami manfaat utama dari pajak yang dibayarkan sehingga tidak memiliki tindakan patuh untuk membayar pajak.
Apabila sosialisasi dilakukan secara rutin, baik, dan efektif terutama untuk program yang sedang dijalankan hal ini dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan serta meningkatkan kesadaran untuk segera melakukan pembayaran pajak (Sukesi & Yunaidah, 2020). 
Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh norma subjektif yang terbentuk dalam diri individu. Sosialisasi perpajakan berperan dalam menyampaikan informasi dan nilai-nilai perpajakan yang dapat memengaruhi norma tersebut sehingga mendorong niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan itu penelitian oleh Sukesi & Yunaidah (2020), Ramdhan & Rachman (2023) menunjukkan hasil positif dan signifikan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Dari hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dapat dibuat model penelitian sebagai berikut : 
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[bookmark: _Toc218124380]BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 [bookmark: _Toc218124381]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
[bookmark: _Toc218124382]3.1.1 	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan kendaraan bermotornya dengan benar, lengkap, tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Ramdhan & Rachman (2023) Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu:
1. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Membayar pajak tepat waktu
3. Wajib pajak memenuhi kriteria pembayaran pajaknya
4. Wajib pajak mengetahui batas waktu pembayaran
3.1.2 [bookmark: _Toc218124383]Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah
Tingkat Kepercayaan kepada pemerintah adalah keyakinan Masyarakat terhadap kemampuan, integritas, dan kejujuran, pemerintah dalam mengelola dana pajak secara adil dan trasnparan. Menurut Sari et al. (2022) Indikator untuk mengukur tingkat kepercayaan kepada pemerintah diantaranya yaitu:
1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.
2. Kepercayaan kepada sistem hukum.
3. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dikembalikan kembali ke rakyat.
3.1.3 [bookmark: _Toc218124384]Tingkat Pendapatan
Tingkat Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima seseorang dari instansi, Perusahaan maupun sumber lain sebagai balas jasa atas pekerjaan atau kontribusi yang dilakukan. Menurut Sari & Susanti (2019) Indikator untuk mengukur tingkat pendapatan diantaranya yaitu:
1. Wajib pajak menyanggupi nilai PKB yang dikenakan
2. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi pajak kendaraan bermotor terkait erat dengan besarnya penghasilan
3. Besarnya pajak yang dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan yang dimiliki wajib pajak
3.1.4 [bookmark: _Toc218124385]Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi Perpajakan yaitu upaya pemerintah dalam memberikan informasi, pemahaman, dan edukasi mengenai seluruh aspek perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Ramdhan & Rachman (2023) Indikator sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut :
1. Penyuluhan
2. Diskusi langsung dengan wajib pajak
3. Penggunaan papan reklame
3.2 [bookmark: _Toc218124386]Populasi dan Sampel
3.2.1 [bookmark: _Toc218124387]Populasi
Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik Kesimpulan. Dengan kata lain populasi adalah keseluruhan elemen atau subjek yang menjadi sasaran penelitian dan dijadikan wilayah generalisasi dari hasil penelitian. 
Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti (Sugiyono, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pemilik unit kendaraan bermotor yang terdaftar di kota Samainda pada tahun 2024 yang berjumlah 1.163.112 unit.
3.2.2 [bookmark: _Toc218124388]Sampel
Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2020). Jumlah Sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus slovin berikut ini :  

n = Ukuran sampel
N = Jumlah Populasi
e = Kesalahan Pengambilan sampel yang dapat ditoleransi
Perhitungan Sampel :


n = 99,98
n = 100 (dibulatkan)
Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang dapat diambil adalah 100. Tekhnik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang didasarkan pada ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Sugiyono, 2020). Kriteria responden yang akan diambil adalah :
1. Memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar di samsat kota samarinda
2. Pernah menerima informasi atau sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung 
3.3 [bookmark: _Toc218124389]Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat dianalisis secara statisitik, Menurut Sugiyono (2020) data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan digunakan untuk mengukur variabel yang ada dalam penelitian. 
Data primer merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi objek penelitian. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.  
3.4 [bookmark: _Toc218124390]Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik ini efisien ketika peneliti mengetahui secara pasti variabel mana yang akan diukur dan apa yang diharapkan dari responden (Sugiyono, 2020). 
Metode ini dipilih karena efektif dalam menjangkau responden dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi skala likert 1-5 yang dirancang untuk mengukur sikap, pendapat, dan perspesi responden terhadap fenomena sosial tertentu, yang dimana semakin setuju responden maka semakin tinggi skor yang responden berikan dan begitu juga sebaliknya. Skala ini terdiri dari lima pilihan jawaban yaitu :
[bookmark: _Toc218124433]Tabel 3. 1 Skala Likert
	Keterangan
	Skor

	Sangat Tidak Setuju (STS)
	1

	Tidak Setuju (TS)
	2

	Kurang Setuju (KS)
	3

	Setuju (S)
	4

	Sangat Setuju (SS)
	5


Sumber : Sugiyono (2020)
3.5 [bookmark: _Toc218124391]Tekhnik Analisis Data
Penelitian ini menganalisis data menggunakan Pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah suatu pendekatan alternatif yang beranjak dari pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis variance (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Structural Equation Modeling (SEM) merupakan tekhnik yang digunakan untuk pengujian dan estimasi pada hubungan kausal dengan mengintregrasikan analisis jalur dan analisis faktor. PLS-SEM bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antar konstruk serta mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar konstruk. PLS memiliki dua bagian utama yaitu outer model dan inner model. Dalam Penelitian ini menggunakan software SmartPLS versi 4.
3.5.1 [bookmark: _Toc218124392]Pilot Test
Pilot test merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum kuesioner disebarkan secara penuh kepada responden penelitian. Tujuan dari pelaksanaan pilot test adalah untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian sehingga peneliti dapat meminimalkan kesalahan pengukuran yang berpotensi memengaruhi kualitas data penelitian. Dalam penelitian ini, pilot test dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada tiga puluh responden yang memiliki karakteristik serupa dengan responden penelitian utama.
1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
a. Validitas Konvergen
Uji validitas konvergen dapat dilihat dari nilai outer loading factor, di mana setiap indikator harus memiliki loading >0,70 selain itu dapat pula dinilai dengan melihat nilai Average Variance Extracted (AVE), dikatakan valid apabila AVE >0,50 (Ghozali & Kusumadewi, 2023)
[bookmark: _Toc218124434]
Tabel 3. 2 Hasil Outer Loadings
	Varibel
	Instrumen
	Outer Loading
	Keterangan

	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah
	X1.1
	0.981
	Valid

	
	X1.2
	0.910
	Valid

	
	X1.3
	0.951
	Valid

	Tingkat Pendapatan
	X2.1
	0.719
	Valid

	
	X2.2
	0.877
	Valid

	
	X2.3
	0.896
	Valid

	Sosialisasi Perpajakan
	X3.1
	0.899
	Valid

	
	X3.2
	0.896
	Valid

	
	X3.3
	0.896
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Y.1
	0.815
	Valid

	
	Y.2
	0.821
	Valid

	
	Y.3
	0.955
	Valid

	
	Y.4
	0.910
	Valid


	    Sumber : Hasil Data Olahan (2025)
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh indikator pada masing-masing konstruk memiliki nilai loading factor di atas batas minimum yang disyaratkan, yaitu 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk yang diukurnya dengan baik. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian outer loading, seluruh indikator dalam penelitian ini dinyatakan Valid. Selain melihat nilai outer loading dapat pula dilihat dari nilai AVE.
[bookmark: _Toc218124435]Tabel 3. 3 Nilai AVE (Average Variance Extracted)
	Variabel
	Nilai AVE
	Keterangan

	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah
	0.899
	Valid

	Tingkat Pendapatan
	0.697
	Valid

	Sosialisasi Perpajakan
	0.805
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	0.769
	Valid


    Sumber : Hasil Data Olahan (2025)
Berdasarkan nilai AVE pada tabel 3.3 seluruh konstruk memiliki nilai lebih besar dari 0,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini Valid.
b. Validitas Diskriminan
Pengukuran validitas diskriminan dapat dilihat dari cross loading setiap indikator lalu dibandingkan dengan variabel lainnya.
[bookmark: _Toc218124436]Tabel 3. 4 Cross Loadings
	Variabel
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1
	0.981
	0.524
	0.493
	0.246

	X1.2
	0.910
	0.178
	0.303
	0.105

	X1.3
	0.951
	0.377
	0.434
	0.111

	X2.1
	0.276
	0.719
	0.618
	0.314

	X2.2
	0.367
	0.877
	0.531
	0.467

	X2.3
	0.411
	0.896
	0.639
	0.489

	X3.1
	0.471
	0.605
	0.899
	0.479

	X3.2
	0.346
	0.771
	0.896
	0.746

	X.3.3
	0.435
	0.473
	0.896
	0.590

	Y.1
	0.259
	0.538
	0.678
	0.815

	Y.2
	0.129
	0.361
	0.553
	0.821

	Y.3
	0.055
	0.374
	0.570
	0.955

	Y.4
	0.981
	0.517
	0.622
	0.910


Sumber : Hasil Data Olahan (2025)
Berdasarkan Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan nilai loading konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masing masing indikator mampu membedakan konstruk yang diukur secara baik. 
2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas suatu konstruk dapat diukur menggunakan Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika semua nilai pengukuran tersebut > 0,70 (Ghozali & Kusumadewi, 2023)
[bookmark: _Toc218124437]


Tabel 3. 5 Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha
	Variabel
	Composite Reliability
	Cronbach’s Alpha
	Keterangan

	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah
	0.947
	0.964
	Reliabel

	Tingkat Pendapatan
	0.782
	0.872
	Reliabel

	Sosialisai Perpajakan
	0.881
	0.925
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	0.898
	0.930
	Reliabel


 Sumber : Hasil Data Olahan (2025)
Berdasarkan Tabel 3.5 seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai cronbach’s alpha dan composites reliability di atas batas minimum yang disyaratkan yaitu 0,70 dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel
3.5.2 [bookmark: _Toc218124393]Outer Model
Outer model merupakan model pengukuran yang menggambarkan interaksi yang terjadi di antara indikator dan variabel laten. Ada dua uji yang digunakan dalam outer model yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.
1. Uji Validitas
Uji validitas terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan :
a. Validitas Konvergen
Validitas konvergen mengacu pada prinsip bahwa setiap indikator atau variabel manifes yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk harus menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi satu sama lain. Uji validitas konvergen dinilai melalui nilai outer loading factor, di mana setiap indikator harus memiliki loading >0,70 Selain melihat nilai loading, validitas konvergen juga dapat dinilai dengan melihat nilai Average Variance Extracted (AVE), dikatakan valid apabila AVE >0,50 (Ghozali & Kusumadewi, 2023)
b. Validitas Diskriminan
Validitas Diskriminan diukur menggunakan cross loading pengukuran dengan konstruk. yaitu melihat seberapa besar korelasi konstruk dengan item pengukuran. Jika korelasi indikator konstruk dengan item pengukuran lebih tinggi dibandingkan dari ukuran konstruk lainnya maka konstruk laten tersebut dianggap lebih representatif untuk indikatornya dibandingkan konstruk lain.
2. Uji Realibilitas
[bookmark: _Toc218124394]Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk  mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari seseorang terhadap pernyataan yang ada pada kuisioner  konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu konstruk dapat diukur menggunakan Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika semua nilai pengukuran tersebut > 0,70 (Ghozali & Kusumadewi, 2023) 
3.5.3 Inner Model
Goodness fit model
Evaluasi Inner model dilakukan untuk menilai seberapa baik hubungan struktural antar variabel laten dalam penelitian ini. Pada tahap ini pengujian diawali dengan penilaian goodness of fit model untuk mengetahui kelayakan model penelitian secara keseluruhan. model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R²  untuk konstruk dependen, Perubahan nilai R² digunakan untuk menggambarkan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen.
Selain R², evaluasi model struktural juga dapat menggunakan predictive relevance (Q²). Nilai Q² diperoleh melalui teknik cross-validation dan menunjukkan seberapa baik model dapat memprediksi data observasi berdasarkan estimasi parameter konstruk. Jika Q² > 0, model memiliki kemampuan prediksi yang memadai, sedangkan Q² ≤ 0 menunjukkan kemampuan prediksi yang rendah (Ghozali & Kusumadewi, 2023)
3.5.4 [bookmark: _Toc218124395]Uji Hipotesis
Uji hipotesis pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria hipotesis penelitian ini sebagai berikut:
1. Apabila nilai p-Value < 0,5 maka hipotesis diterima 
2. Apabila nilai p-Value > 0,5 maka hipotesis ditolak 
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Perkenalkan, saya Nurul Ninda Lestari, mahasiswa Program Studi S1-Akuntansi di Universitas Mulawarman. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tugas akhir dengan judul "Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tingkat Pendapatan, dan Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor"

Sebelum kuesioner ini digunakan dalam penelitian utama, saya melakukan uji coba (pilot test) untuk memastikan setiap pernyataan mudah dipahami dan instrumen ini layak digunakan. 
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A. Tingkat kepercayaan kepada pemerintah
	No
	Indikator
	Item Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan
	Saya percaya bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan jujur dan mementingkan kepentingan masyarakat
	
	
	
	
	

	2
	Kepercayaan kepada sistem hukum
	Saya percaya bahwa sistem hukum di Indonesia berjalan secara adil dan dapat dipercaya
	
	
	
	
	

	3
	Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dikembalikan Kembali ke rakyat
	Saya percaya bahwa pemerintah menyalurkan dana pajak secara tepat untuk kepentingan masyarakat
	
	
	
	
	



B. Tingkat Pendapatan
	No
	Indikator
	Item Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Wajib pajak menyanggupi nilai PKB yang dikenakan
	Saya Menyanggupi nilai pajak kendaraan bermotor yang harus saya bayar
	
	
	
	
	

	2
	Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi PKB terkait erat dengan besarnya penghasilan
	Kemampuan saya membayar PKB sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang saya miliki.
	
	
	
	
	

	3
	Besarnya pajak yang dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan yang dimiliki wajib pajak
	Besarnya PKB yang dikenakan kepada saya sudah sesuai dengan tingkat pendapatan saya
	
	
	
	
	







C. Sosialisasi Perpajakan
	No
	Indikator
	Item Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Penyuluhan
	Saya merasa kegiatan penyuluhan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor membantu saya memahami kewajiban perpajakan
	
	
	
	
	

	2
	Diskusi Langsung Dengan wajib Pajak 
	Diskusi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak membantu saya memperoleh informasi perpajakan secara lebih jelas
	
	
	
	
	

	3
	Penggunaan papan reklame
	Papan reklame atau media visual yang dipasang dibeberapa titik oleh pemerintah membantu saya memahami informasi mengenai kewajiban PKB
	
	
	
	
	



D. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
	No
	Indikator
	Item Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku
	Saya selalu mematuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku terkait Pajak Kendaraan Bermotor.
	
	
	
	
	

	2
	Membayar pajak tepat waktu
	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu
	
	
	
	
	

	3
	Wajib pajak memenuhi kriteria pembayaran pajaknya
	Saya selalu memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan dalam proses pembayaran PKB
	
	
	
	
	

	4
	Wajib pajak mengetahui batas waktu pembayaran
	Saya mengetahui dengan jelas batas waktu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor saya
	
	
	
	
	



Lampiran 2 : Tabulasi Kuesioner Pilot Test
	No
	X1
	Total
	X2
	Total
	X3
	Total
	Y
	Total

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	
	Y1.1
	Y1.2
	Y1.3
	Y1.4
	

	1
	5
	5
	5
	15
	3
	4
	4
	11
	4
	4
	4
	12
	4
	4
	5
	5
	18

	2
	3
	1
	3
	7
	5
	5
	5
	15
	5
	5
	5
	15
	5
	5
	5
	5
	20

	3
	1
	1
	2
	4
	3
	3
	3
	9
	5
	3
	5
	13
	5
	4
	5
	4
	18

	4
	3
	3
	3
	9
	5
	4
	3
	12
	4
	4
	4
	12
	4
	4
	4
	4
	16

	5
	1
	3
	3
	7
	3
	3
	3
	9
	3
	3
	3
	9
	3
	3
	3
	3
	12

	6
	2
	2
	2
	6
	5
	4
	4
	13
	4
	4
	4
	12
	5
	5
	5
	5
	20

	7
	2
	2
	3
	7
	4
	5
	3
	12
	4
	4
	4
	12
	4
	4
	4
	4
	16

	8
	1
	1
	2
	4
	5
	4
	4
	13
	4
	5
	5
	14
	4
	4
	4
	4
	16

	9
	5
	5
	5
	15
	4
	4
	4
	12
	5
	5
	5
	15
	5
	5
	5
	5
	20

	10
	2
	2
	3
	7
	4
	4
	4
	12
	4
	4
	4
	12
	5
	4
	5
	5
	19

	11
	3
	3
	4
	10
	3
	4
	3
	10
	2
	2
	3
	7
	4
	3
	3
	3
	13

	12
	5
	5
	5
	15
	5
	5
	5
	15
	5
	5
	5
	15
	5
	5
	5
	5
	20

	13
	3
	3
	3
	9
	5
	4
	4
	13
	3
	3
	3
	9
	3
	3
	3
	3
	12

	14
	5
	5
	5
	15
	4
	5
	5
	14
	5
	5
	5
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Lampiran 3 : Hasil Olah Data Pilot Test Smart PLS 4
A. Validitas Kovergen 
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B. Validitas Diskriminan
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C. Reliabilitas
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